
 
 
 
 
 
 
 
 

MAHKAMAH KONSTITUSI 
REPUBLIK INDONESIA 

 

IKHTISAR PUTUSAN 
NOMOR 32/PUU-XXIII/2025 

Tentang 

Syarat bagi Mantan Terpidana dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah 

 

Pemohon : Petrus Ricolombus Omba 

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 
Tahun 1945). 

Pokok Perkara : Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai 
oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, yang 
mengatur syarat bagi mantan terpidana yang mengikuti pemilukada, 
menurut Pemohon telah merugikan hak konstitusional Pemohon 
karena ketentuan a quo tidak memberikan perlakuan sama dan/atau 
kepastian atas pelanggaran disiplin antara instansi sipil dengan 
militer, dan oleh karenanya ketentuan tersebut bertentangan dengan 
Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 

Amar Putusan :1.  Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 

2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5898) sebagaimana telah diubah dengan Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 
Desember 2019, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak 
dimaknai 

“g.  bagi mantan terpidana, kecuali terpidana yang melakukan 
tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam 
pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak 
pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya 
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mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim 
yang sedang berkuasa, harus mengikuti ketentuan: 

(i)  mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak 
pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun 
atau lebih harus telah selesai/tuntas menjalani pidana baik 
pidana penjara, pidana bersyarat, dan/atau pidana 
percobaan, serta melewati jangka waktu 5 (lima) tahun 
setelah mantan terpidana selesai/tuntas menjalani pidana 
dimaksud; 

(ii)  mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak 
pidana dengan ancaman pidana penjara kurang dari 5 
(lima) tahun harus telah selesai/tuntas menjalani pidana 
baik pidana penjara, pidana bersyarat, dan/atau pidana 
percobaan, namun tidak perlu melewati jangka waktu 5 
(lima) tahun setelah mantan terpidana selesai/tuntas 
menjalani pidana; 

(iii)  secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar 
belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada 
masyarakat melalui media massa, dan pada pemilihan 
umum berikutnya tidak perlu mengulang pengumuman 
selama wilayah/daerah pemilihannya sama, kecuali apabila 
wilayah/daerah pemilihan dan/atau jenjang pada pemilu 
berikutnya berbeda maka pengumuman melalui media 
massa harus diulang kembali; 

(iv)  secara jujur dan terbuka menyatakan/menyampaikan 
mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan 
terpidana kepada KPU/KIP sesuai dengan tingkatannya 
setiap kali mengikuti pemilihan umum melalui aplikasi 
pencalonan; dan 

(v)  bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;” 

sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5898) selengkapnya berbunyi: 

”Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan 
Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil 
Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

... 

g.  bagi mantan terpidana, kecuali terpidana yang melakukan 
tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam 
pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak 
pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya 
mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim 
yang sedang berkuasa, harus mengikuti ketentuan: 

(i)  mantan terpidana yang dipidana karena melakukan 
tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) 
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tahun atau lebih harus telah selesai/tuntas menjalani 
pidana baik pidana penjara, pidana bersyarat, dan/atau 
pidana percobaan, serta melewati jangka waktu 5 (lima) 
tahun setelah mantan terpidana selesai/tuntas menjalani 
pidana dimaksud; 

(ii)  mantan terpidana yang dipidana karena melakukan 
tindak pidana dengan ancaman pidana penjara kurang 
dari 5 (lima) tahun harus telah selesai/tuntas menjalani 
pidana baik pidana penjara, pidana bersyarat, dan/atau 
pidana percobaan, namun tidak perlu melewati jangka 
waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana 
selesai/tuntas menjalani pidana; 

 (iii) secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar 
belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada 
masyarakat melalui media massa, dan pada pemilihan 
umum berikutnya tidak perlu mengulang pengumuman 
selama wilayah/daerah pemilihannya sama, kecuali 
apabila wilayah/daerah pemilihan dan/atau jenjang pada 
pemilu berikutnya berbeda maka pengumuman melalui 
media massa harus diulang kembali; 

(iv)  secara jujur dan terbuka menyatakan/menyampaikan 
mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan 
terpidana kepada KPU/KIP sesuai dengan tingkatannya 
setiap kali mengikuti pemilihan umum melalui aplikasi 
pencalonan; dan 

(v)  bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;” 

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 

 

Tanggal Putusan : Kamis, 28 Agustus 2025. 

Ikhtisar Putusan :  

          Pemohon adalah warga negara Indonesia yang menjadi calon Bupati Boven Digoel 
pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024, yang hak 
konstitusionalnya dirugikan secara aktual oleh Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang 
telah diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019. Kerugian hak 
konstitusional demikian menurut Pemohon timbul karena ketentuan a quo tidak memberikan 
perlakuan sama dan/atau kepastian atas pelanggaran disiplin antara instansi sipil dengan 
militer, di mana meninggalkan tugas tanpa izin (secara tidak sah tanpa izin atasan) bagi ASN 
dan anggota kepolisian tidak termasuk kategori tindak pidana, sementara bagi anggota 
militer termasuk kategori tindak pidana. Dengan demikian menurut Pemohon ketentuan 
Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan dan Pasal 
28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 

        Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah 
pengujian norma undang-undang, in casu  Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 terhadap 
UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.  

          Selanjutnya mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai Pemohon 
mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas 
ketentuan a quo. 

           Mengenai pokok permohonan, Mahkamah menilai ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) 
huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
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Nomor 56/PUU-XVII/2019, mengakibatkan terlanggarnya kepastian hukum yang adil dan 
berpotensi menimbulkan diskriminasi seperti dimaksud Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28I 
ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Namun oleh 
karena pemaknaan terhadap norma a quo tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh 
Pemohon, dengan demikian, dalil-dalil permohonan Pemohon menurut Mahkamah beralasan 
menurut hukum untuk sebagian. 

           Berdasarkan argumentasi yang diuraikan Mahkamah pada bagian Pertimbangan 
Hukum, Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 

2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 

“g.  bagi mantan terpidana, kecuali terpidana yang melakukan tindak pidana 
kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang 
dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena 
pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang 
sedang berkuasa, harus mengikuti ketentuan: 

(i)  mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan 
ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus telah 
selesai/tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana bersyarat, 
dan/atau pidana percobaan, serta melewati jangka waktu 5 (lima) tahun 
setelah mantan terpidana selesai/tuntas menjalani pidana dimaksud; 

(ii)  mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan 
ancaman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun harus telah 
selesai/tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana bersyarat, 
dan/atau pidana percobaan, namun tidak perlu melewati jangka waktu 5 
(lima) tahun setelah mantan terpidana selesai/tuntas menjalani pidana; 

(iii)  secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati 
dirinya sebagai mantan terpidana kepada masyarakat melalui media 
massa, dan pada pemilihan umum berikutnya tidak perlu mengulang 
pengumuman selama wilayah/daerah pemilihannya sama, kecuali apabila 
wilayah/daerah pemilihan dan/atau jenjang pada pemilu berikutnya 
berbeda maka pengumuman melalui media massa harus diulang kembali; 

(iv)  secara jujur dan terbuka menyatakan/menyampaikan mengenai latar 
belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada KPU/KIP sesuai 
dengan tingkatannya setiap kali mengikuti pemilihan umum melalui 
aplikasi pencalonan; dan 

(v)  bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;” 

sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5898) selengkapnya berbunyi: 
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”Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil 
Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

... 

g.  bagi mantan terpidana, kecuali terpidana yang melakukan tindak pidana 
kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang 
dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena 
pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang 
sedang berkuasa, harus mengikuti ketentuan: 

(i)  mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan 
ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus telah 
selesai/tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana bersyarat, 
dan/atau pidana percobaan, serta melewati jangka waktu 5 (lima) tahun 
setelah mantan terpidana selesai/tuntas menjalani pidana dimaksud; 

(ii)  mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan 
ancaman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun harus telah 
selesai/tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana bersyarat, 
dan/atau pidana percobaan, namun tidak perlu melewati jangka waktu 5 
(lima) tahun setelah mantan terpidana selesai/tuntas menjalani pidana; 

 (iii) secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati 
dirinya sebagai mantan terpidana kepada masyarakat melalui media 
massa, dan pada pemilihan umum berikutnya tidak perlu mengulang 
pengumuman selama wilayah/daerah pemilihannya sama, kecuali apabila 
wilayah/daerah pemilihan dan/atau jenjang pada pemilu berikutnya 
berbeda maka pengumuman melalui media massa harus diulang kembali; 

(iv)  secara jujur dan terbuka menyatakan/menyampaikan mengenai latar 
belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana kepada KPU/KIP sesuai 
dengan tingkatannya setiap kali mengikuti pemilihan umum melalui 
aplikasi pencalonan; dan 

(v)  bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;” 

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 


